LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

PENGADILAN NEGERI LAHAT
KABUPATEN LAHAT, SUMATERA SELATAN
TRIWULAN |
JANUARI - MARET 2023



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Lahat
Pada Hari, Kamis 06 April 2023

>

J

! Ketua Tim Survei,

ca

Yuliansyah, S.H
NIP. 1985070920141001

L \Kétua Pengadilan Negeri

RENALDO/MEIJI HASOLOAN TOBING, S.H.. MLH.
~ /NIP. 19780508 200312 1 001




KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wh.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi
pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai
kualitas pelayanan dij instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena ity
Pengadilan Negeri Lahat mengadakan survei ini. Survei inj didasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun
2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara
Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa
dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi  pelayanan yang diterima
dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat
masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri
Lahat, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke
depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.
Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran

pimpinan Pengadilan Negeri Lahat dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan
Negeri Lahat.

Wassalamu’alaikum Wr. we.

Lahat, 06 April 2023 *
T\Ketua Pengadilan Negeri Lahat,(

Renaldo Meiji/Hasoloan Tobing, S.H., M.H.
~"NIP. 15780508 200312 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan,
penyelenggara pelayanan publik, khususnya Badan Peradilan dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Peradilan saat ini belum tentu
memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan
masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap
pelayanan publik badan peradilan dengan cara melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat kepada pengguna layanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di
bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui
berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung
(Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen
Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak
Biru (Blue Print) ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru (Blue Print)
yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah
dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.
Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) ini dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence).
Kerangka ini terdiri dari 8 (delapan) area "Peradilan yang Agung" yang dibagi
ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan
penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai program
Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta Reformasi Birokrasi di
lingkungan Badan Peradilan Umum, salah satu programnya adalah
melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang berdasarkan pada Surat
Dirjen Badilum tanggal 13 April 2016 Nomor : 520/DJU/PS.02/4/20186, yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka petaksanaan mewujudkan Akreditasi Penjamin Mutu
Peradilan Umum serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan

Umum, Pengadilan Negeri Kelas IIB Lahat telah mengadakan survei



berdasarkan pada Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :

520/DJU/PS.02/4/ 2016.

. Dasar Hukum

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Lahat

didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasindan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik:

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang
Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

9. SK KMA Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Informasi
di Pengadilan;

10.SK KMA Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan:

11.Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bidang Non Yudisial Nomor 01/ WKMA-NY/1/2009 tentanng Pedoman
Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

12.Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik;

13.Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



14.Peraturan  Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

15.Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor
520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

16.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan
Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi
(PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;

17.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor  1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.

. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasaan masyarakat di Pengadilan Negeri Lahat ini bertujuan

untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit
penyelenggara pelayanan publik

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah
perbaikan pelayanan;

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat
secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai

berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Lahat.

- Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) Triwulan |
Tahun 2023 yang di Pengadilan Negeri Lahat ini dilaksanakan pada bulan
Januari s/d Maret Tahun 2023



No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan
1 | Pelaksanaan Survei 01 Januari 2023 — 31 Maret 2023
2 | Pembuatan Indeks, Pembuatan
Laporan, dan Publikasi Pelaksanaan 04 April 2023- 05 April 2023
Survei
3 | Monev dan Tindaklanjut Survei 06 April 2023 - 07 April 2023

E. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan
Negeri Lahat melalui tahapan perencanaan, persiapan,

pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencangkup langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;

3. Menetukan responden:
4. Melakukan survei:

5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

F. Teknik Survei
Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan

aplikasi SISUPER dengan alamat : http://esurvey.badilum.mahkamahaqunq.qo.id

pelaksanaan,



BAB I
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana
datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik
deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif
sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di
Pengadilan Negeri Lahat, antara lain: pencari keadilan, Polisi, Jaksa,
Advokat, mahasiswa dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik
simple random sampling.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa pengisian
survei pada aplikasi SISUPER yang telah terpasang pada perangkat vestouch
interactive android kios di ruang PTSP Pengadilan Negeri Lahat, dengan
pilihan jawaban dari angka 1 hingga 4. Populasi dalam survei adalah setiap
orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lahat, terdiri dari:

Penggugat, Tergugat;
Pemohon;

Saksi;

Terdakwa;

Jaksa Penuntut Umum:;
Polisi;

Penasihat Hukum;
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Pengunjung, Wartawan, Mahasiswa, Pengguna Layanan Pengadilan
lainnya.
C. Variabel Pengukuran IKM
Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara
lain:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan  berdasarkan kesepakatan  antara
penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana  meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung).
. Teknik Analisis Data
Analisis data pada pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) di
Pengadilan Negeri Lahat ini digunakan analisis deskriptif. Kesembilan ruang
lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9
item, dengan empat option jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan
skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya
mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di
Pengadilan Negeri Lahat ditentukan sebagai berikut:



Tabel 1

Kategori Mutu Pelayanan

Norma Sekor
No Mutu Layanan
Skala 100 Skala 1-4
1. A (Sangat Baik) 88,31 — 100,00 3,5324 - 4,00
2. B (Baik) 76,61 - 88,30 3,0644 — 3,532
3. C (Kurang Baik) 65,00 — 76,60 2,60 — 3,064
4. D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99 1,00 — 2,5996




BAB llI
PERHITUNGAN INDEKS
Perhitungan data survei telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi survei
elektronik (SISUPER). Berikut adalah ada yang telah terkumpul dan diunduh melalui
aplikasi SISUPER dengan login sebagai admin survei Pengadilan Negeri Lahat.
A. Indeks Total

MILAI INDEX'S & DETIL RE SPONDEN

Indeks Total

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGER! LAHAT
NILAIINDEKS

311192, % e
Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 Dgioma 1 10RG §3 03086

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan | Tahun 2023 dengan
jumlah responden 115 orang, diperoleh Nilai indeks 92,71 atau masuk dalam
kategori pelayanan Sangat Baik.

B. Data Umum Responden




Data umum responden memuat rekam nama/kode responden, domisili, umur,
pendidikan/pekerjaan, penilaian masing-masing unsur, serta waktu penilaian.

1. Jenis Kelamin

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin
Jumiah
No Jenis Kelamin Persentase
responden
1 Laki-laki 76 66%
2 Perempuan 39 34%
Jumlah 115 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden
pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-Laki (66%).
2. Pendidikan Terakhir

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir
No Pendidikan Terakhir i Persentase
responden
1 SD 0 0%
2 SMP 4 3%
3 SLTA 66 57%
4 DIPLOMA 1 0 0%
5 DIPLOMA 2 3 3%
6 DIPLOMA 3 6 5%
7 | Sarjana Strata Satu 33 29%
8 52 3 3%
g |83 0 0%
Jumlah 115 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden
pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA (57%).

3. Pekerjaan



Tabel 4

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No Pekerjaan Utama i Persentase
responden
1 PNS 4 3%
2 | TNI 0 0%
3 | POLRI 6 5%
4 Swasta 20 17%
5 Tenaga Kontrak 4 3%
6 | Wirausaha 10 9%
7 | Tidak bekerja 0 0%
8 Lainnya 71 62%
Jumlah 115 100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden
pada penelitian ini pekerjaan Lainnya (62%).

C. Data Domisili Respoden

Berdasarkan hasil rekam data pada aplikasi survei elektronik SISUPER, diketahui
bahwa dari 110 orang responden, moyoritas berdomisili di Provinsi Sumatera
Selatan.

D. Data Umur Responder
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Berdasarkan hasil rekam data umur responden pada aplikasi survei elektronik

SISUPER, umur/usia responden paling banyak adalah 29 - 39 Tahun sebanyak
47,37 %.

E. Data Layanan

NILA! INDEXSS & DETIL RE SPONDEN

Jumiah { Orang )

Berdasarkan hasil rekam data layanan yang diterima responden pada aplikasi survei

elektronik SISUPER, penilaian layanan paling banyak yaitu pada Layanan
Kepaniteraan Hukum sebanyak 70 Orang.
F. Nilai Per-Unsur

LA/ INDEK'S & DETIL RE SPONDEN

Nilai Per Unsur

Deskripsi [} vz v ug us
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Berdasarkan hasil rekam data penilaian masing-masing unsur pada Survei

Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi survei elektronik SISUPER, maka dapat

diketahui nilai dari masing masing ruang lingkup penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Penilaian Masing-Masing Unsur penilaian

No Ruang Lingkup Rata-Rata Kategori Peringkat
Skor

1 | Persyaratan 3,843 Sangat Baik 1

2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,748 Sangat Baik >

3 | Waktu Penyelesaian 3,652 Sangat Baik 7

4 | Biaya/Tarif 3,730 Sangat Baik 4

5 | Produk Spesifikasi Jenis 3,722 Sangat Baik 5
Pelayanan

6 | Kompetensi Pelaksana 3,548 Sangat Baik 9

7 | Prilaku Pelaksana 3,704 Sangat Baik 6

8 | Sarana dan Prasarana 3,583 Sangat Baik 8

9 | Penanganan Pengaduan, Saran 3,843 Sangat Baik 2
dan masukan

Hasil Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengadilan Negeri
Lahat

1. Unsur Persyaratan (U1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,843 berada pada interval skor
3,632 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner
kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator persyaratan
disajikan pada table berikut ini -

12




Table 6
Unsur Persyaratan

Nilai Mutu Kinerja Unit | Persentase
Frekuensi (%)
Persepsi | Pelayanan Pelayanan 0
1 D Tidak Sesuai 0 0
2 C Kurang Sesuai 0 0
3 B Sesuai 18 16
4 A Sangat Sesuai 97 84
JUMLAH 115 100

2. Unsur Prosedur (U2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh
rata-rata skor sebesar 3,748 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4.00
kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner kepuasan
masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator Sistem, Mekanisme dan
Prosedur disajikan pada table berikut ini -

Table 7
Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Nilai Mutu Kinerja Unit Persentase |

] Frekuensi (%)
Persepsi | Pelayanan Pelayanan .

1 D Tidak Mudah 1 1

2 C Kurang Mudah 2 2

3 B Mudah 19 33

4 A Sangat Mudah 78 67

3. Unsur Waktu Pelayanan (U3)

Waktu pelayanan adalah Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,652 berada pada interval skor 3,5324 s/d

4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner kepuasan
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masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator waktu penyelesaian
disajikan pada table berikut ini -

Table 8
Unsur Waktu Penyelesaian

Nilai Mutu Kinerja Unit | Persentase
Frekuensi (%)
Persepsi m Pelayanan °
1 D Tidak Cepat 2

2 C Kurang Cepat 4 3

3 B Cepat 26 23

]

4 A Sangat Cepat 83 72

\\J\\\
JUMLAH 115 100

4. Unsur Biaya/Tarif (U4)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,730 berada
pada interval skor 35324 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil
jawaban kuisioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan,
Indikator Biaya/Tarif disajikan pada table berikut ini -
Table 9
Unsur Biaya/Tarif

Nilai Mutu Kinerja Unit Persentase
. Frekuensi (%)
Persepsi Pelayanan Pelayanan .

1 D Tidak Setuju 2 2
2 C Kurang Setuju 0 0
3 B Setuju 24 21

4 A Sangat Setuju

5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan
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ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,722 berada pada interval 3,5324 s/d 4,00
kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner kepuasan
masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator Produk Spesifakasi
Jenis Pelayanan disajikan pada table berikut ini :
Table 10
Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Nilai Mutu Kinerja Unit _ | Persentase
Frekuensi (%)
Persepsi | Pelayanan Pelayanan °
1 D Tidak Sesuai 0 0
2 C Kurang Sesuai 1 1
3 B Sesuai 30 26
4 A Sangat Sesuai 84 73
JUMLAH 115 100

6. Unsur Kompetensi Pelaksana(U6)
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,548 berada pada interval
skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner
kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator Kompetensi
Pelaksana disajikan pada table berikut ini :

Table 11

Unsur Kompetensi Pelaksana

Nilai Mutu Kinerja Unit Persentase
) Frekuensi (%)
Persepsi | Pelayanan Pelayanan .
1 D Tidak Kompeten 1 1
2 C Kurang Kompeten 1 1
3 B Kompeten 47 41
4 A Sangat Kompeten 66 57
JUMLAH 115 108
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7. Unsur Perilaku Pelaksana (U7)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,704 berada pada interval skor
3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner
kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, Indikator perilaku
pelaksana disajikan pada table berikut ini -

Table 12
Unsur Perilaku Pelaksana
B Nilai Mutu Kinerja Unit Persentase
Frekuensi o
Persepsi | Pelayanan Pelayanan (%)
1 D Tidak Sopan dan 1 1
Ramah
— 2 C Kurang Sopan 0 0
dan Ramah
| B Sopan dan 30 26
Ramah
4 A Sangat Sopan 84 I3
dan Ramah
JUMLAH 115 100
- _ ]

8. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)

Penanganan pengaduan. saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,583 berada pada interval skor 3,5324 s/d
4,00 kategori "sangat baik". Adapun hasil jawaban kuisioner kepuasan
masyarakat pengguna layanan  Pengadilan, Indikator penanganan
pengaduan, sarana dan masukan disajikan pada table berikut ini :

Table 13
Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dam Masukan
Nilai Mutu Kinerja Unit _ | Persentase

Frekuensi %)

Persepsi | Pelayanan Pelayanan (%

1 D Buruk 1 1

I

2 C Cukup 3 2
3 B Baik 39 34
4 A Sangat Baik 72 63
JUMLAH 115 100

]
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9. Unsur Sarana dan Prasarana (U9)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor

sebesar 3,843 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "sangat

baik". Adapun hasil jawaban kuisioner kepuasan masyarakat pengguna

layanan Pengadilan, Indikator Sarana dan Prasarana disajikan pada table

berikut ini :
Table 14
Unsur Sarana dan Prasarana
Nilai Mutu Kinerja Unit _ | Persentase
Persepsi | Pelayanan Pelayanan rrekuens| (%)
1 D Tidak Ada 0 0
2 C Ada tetapi tidak 1 1
dapat diakses
3 B Kurang Maksimal 16 14
4 A Berfungsi dan 98 85
dikelola dengan
baik
JUMLAH 115 100 —
]
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BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Hasil olah data survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Lahat pada

Triwulan | Tahun 2023 yang dilakukan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER

dengan responden diperoleh nilai indeks sebesar 92,71 dan berada pada kategori
"SANGAT BAIK" (pada interval 88,31 s/d 100,00). Adapun capaian pada survei
bulan Januari s/d Maret rata-rata 3,47 — 4,00 atau dengan skala 100 adalah
sebesar 92,71.

A. Hasil Penilaian Masing-Masing Ruang Lingkup

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) ruang
lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 9
(sembilan) ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Lahat

No Ruang Lingkup Rata-Rata Kategori Peringkat
Skor

1 | Persyaratan 3,843 Sangat Baik 1

2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,748 Sangat Baik 3

3 | Waktu Penyelesaian 3,652 Sangat Baik 7

4 | Biaya/Tarif 3,730 Sangat Baik 4

9 | Produk Spesifikasi Jenis 3,722 Sangat Baik 5
Pelayanan

6 | Kompetensi Pelaksana 3,548 Sangat Baik 9

7 | Prilaku Pelaksana 3,704 Sangat Baik 6

8 | Sarana dan Prasarana 3,583 Sangat Baik 8

9 | Penanganan Pengaduan, Saran 3,843 Sangat Baik 2
dan masukan

1

Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,843 berada pada interval skor

3,632 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan
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masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada
pada kategori sangat baik.

2. Sistem
Mekanisme dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,748 berada pada interval skor
3,632 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan
masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada
pada kategori sangat baik.

3. Waktu Penyelesaian
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,652 berada pada interval skor 3,532 s/d
4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat

pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada
kategori baik.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,730 berada
pada interval skor 3,532 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian
kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup
biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan
ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,722 berada pada interval 3,532 s/d 4,00
kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna

layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori
sangat baik.

6. Kompetensi Pelaksana

19



Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,548 berada pada interval
skor 3,532 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan
masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi
pelaksana berada pada kategori sangat baik.

. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,704 berada pada interval skor
3,532 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan
masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana
berada pada kategori sangat baik.

. Sarana dan Prasarana

Penanganan pengaduan. saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-
rata skor sebesar 3,583 berada pada interval skor 3,532 s/d 4,00 kategori
"sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan
berada pada kategori sangat baik.

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor
sebesar 3,843 berada pada interval skor 3,532 s/d 4,00 kategori "sangat
baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori sangat
baik.

. Evaluasi Nilai Unsur
. Unsur Tertinggi

Berdasarkan peringkat ruang lingkupnya diperoleh kepuasan
responden 3 unsur paling tinggi berada pada ruang lingkup” Persyaratan "

Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan “ dan sistem Mekanisme dan
Prosedur "
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2. Unsur Terendah

10.Berdasarkan peringkat ruang lingkupnya diperoleh kepuasan responden 3

unsur paling rendah berada pada ruang lingkup " Kompetensi Pelaksana”,
“Sarana dan Prasarana " dan " Waktu Penyelesaian ".

Nilai Per Unsur
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A.

BAB YV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini,
disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan
pengadilan di Pengadilan Negeri Lahat pada Triwulan | Tahun 2023 sebesar
92,71 dan berada pada kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada
masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:
1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat berada pada kategori

SANGAT BAIK;

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat
berada pada kategori SANGAT BAIK;
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Negeri Lahat pada kategori SANGAT

BAIK;

4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat pada kategori SANGAT

BAIK;

9. Produk Spesifikasi Janis Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat pada
kategori SANGAT BAIK;

6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat pada
kategori SANGAT BAIK;

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Lahat pada kategori

SANGAT BAIK;

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Lahat
pada kategori SANGAT BAIK;
9. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lahat pada kategori

SANGAT BAIK.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh
kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang " Persyaratan "
Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan “ dan sistem Mekanisme dan
Prosedur "

Rekomendasi

.Kepada seluruh jajaran manajemen dan suluruh pegawai Pengadilan Negeri

Lahat, hendaknya meningkatkan pelayanan khususnya pada ruang lingkup
yang nilainya yang masih masuk kategori 3 kebawah yaitu : " Kompetensi

Pelaksana”, “Sarana dan Prasarana ", dan " Waktu Penyelesaian ".
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